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BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

2.1.1 Definisi Tax Evasion

Silaen (2015) mendefinisikan Tax Evasion sebagai usaha yang dilakukan oleh

Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan

dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali

mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya,

memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berdasarkan penelitian McGee yang dikutip oleh Ningsih (2014), terdapat

beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain sistem

pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak

digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan

manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang

lemah.
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2.1.2 Dampak Tax Evasion

Menurut Rahman (2013), Tax Evasion membawa akibat pada perekonomian secara

makro. Akibat dari tax evasion sangat beragam dan meliputi berbagai bidang

kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Tax Evasion di Bidang Keuangan

Tax Evasion (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak)

berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan

ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang

berhubungan dengan penaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk

menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah

sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira

bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantungnya. Pada

hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh

Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan

yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya

itu)”.

b. Akibat Tax Evasion di Bidang Ekonomi

1. Tax Evasion sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para

pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya

dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi

yang lebih menguntungkan daripada pesaing lain yang tidak berbuat

demikian.
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2. Tax Evasion tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda

ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk

mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak dan

tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan

usaha untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

3. Tax Evasion termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena

para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa

berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh

fiskus.

Oleh karena itu Tax Evasion yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada

hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung

menghambat pertumbuhan dan perluasan usaha dengan meminimalkan

jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan

ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa

dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya

sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

c. Akibat Tax Evasion di Bidang Psikologi

Akibat dari Tax Evasion itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab

Tax Evasion membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang.

Apabila Wajib Pajak mampu melakukan penipuan dalam bidang fiskal,

Wajib Pajak tidak akan segan berbuat hal yang sama untuk kedua kali dan

seterusnya. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini menimbulkan dampak

yang mengancam sehubungan dengan tindak Tax Evasion, seperti:
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kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi

pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam

waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus

dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang

tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami

kebangkrutan. Dengan tidak menyadari akan konsekuensinya dan mengira

bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkan secara jangka

panjang, pada akhirnya tindakan Tax Evasion mempunyai pengaruh yang

berbahaya terhadap Wajib Pajak (Rahman, 2013).

2.1.3 Ketentuan Penghindaran Pajak

Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax

avoidance/defensive tax planning)

2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax

avoidance/aggressive tax planning)

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai aggressive tax

planning oleh Australian Taxation Office (ATO) adalah sebagai berikut:

a. Transaksi yang dibuat semata-mata hanya untuk tujuan menghindari

pajak, tidak mempunyai tujuan bisnis. Jika ada tujuan bisnisnya, sangat

tidak signifikan.

b. Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas

pajak tersebut tidak ditujukan kepadanya.

c. Membuat transaksi yang berputar-putar (round-robin flow of funds).
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d. Penggelembungan nilai asset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang

besar di masa yang akan datang.

e. Memanfaatkan suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima

oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.

f. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan

sebagai tax haven countries.

Pada prakteknya, penghindaran pajak yang tidak diperkenankan ini mengarah pada

tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena melakukan

penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Menurut Yustinus

Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, untuk

menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan

kebijakan anti penghindaran pajak. Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan

anti penghindaran pajak, di antaranya adalah:

1. Ketentuan anti thin capitalization, yaitu upaya wajib pajak mengurangi

beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman – bukan justru menambah

modal – agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal

ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya

Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan

Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio).

2. Ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di Pasal

18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan

menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas
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penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50 persen,

selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

3. Ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang

mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali

besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai

modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

4. PER-43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran

Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak

Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

5. Ketentuan anti-treaty shopping, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 jo

PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tax Evasion yang

dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan

non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan

pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi

yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan

membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan

kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak

mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset

akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan

(Rahman, 2013).
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2.2 Persepsi Mengenai Etika Tax Evasion

2.2.1 Persepsi

Menurut Wood (2013), persepsi (perception) adalah proses aktif menyeleksi,

mengatur, dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivitas. Persepsi

terdiri dari tiga proses; seleksi, mengatur, dan menafsirkan.

Rachmadi (2014) mendefinisikan persepsi sebagai respon dari penerimaan

kesan melalui penglihatan, sentuhan, atau melalui indera lainnya, yang kemudian

ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga

menghasilkan perilaku yang berbeda pula.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi menurut Wood (2013):

1. Fisiologi

Alasan yang paling jelas mengapa persepsi berbeda-beda adalah bahwa

orang berbeda dalam kemampuan sensoris dan fisiologi. Tingkat fisiologi

memengaruhi persepsi. Usia juga mempengaruhi persepsi. Semakin tua,

semakin rumit perspektif terhadap hidup dan orang lain.

2. Budaya

Suatu budaya terdiri dari kepercayaan, nilai, pemahaman, praktik, dan cara

menafsirkan pengalaman yang dirasakan oleh sejumlah orang. Budaya

merupakan seperangkat asumsi yang membentuk pola hidup dan

membimbing pandangan, bagaimana kita berfikir, merasa, dan bertindak.

Beberapa aspek budaya Barat modern juga memengaruhi persepsi. Teori

sudut pandang (standpoint theory) mengklaim bahwa suatu budaya terdiri

dari sejumlah komunitas sosial yang memiliki derajat status sosial dan hak
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istimewa yang berbeda-beda. Setiap komunitas sosial dengan unik

membentuk persepsi, identitas, dan kesempatan.

3. Peran Sosial

Persepsi juga dibentuk oleh peran sosial yang orang lain komunikasikan

kepada kita. Pesan yang mengatakan bahwa kita diharapkan untuk

memenuhi peran tertentu, maupun tuntutan actual dari peran tersebut akan

memengaruhi bagaimana kita memersepsikan dan berkomunikasi.

4. Kemampuan Kognitif

Seberapa rumit kita memikirkan situasi dan orang dan sejauh mana

pengetahuan personal kita mengenai orang lain akan memengaruhi

bagaimana kita menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan

pengalaman. Persepsi berpusat pada orang (person-centered perception)

mencerminkan kompleksitas kognitif karena persepsi ini memerlukan

pemikiran abstrak dan rentang skema yang luas. Persepsi berpusat pada

orang adalah kemampuan untuk memersepsikan orang lain sebagai individu

yang unik dan berbeda. Persepsi berpusat pada orang tidak sama dengan

empati. Empati merupakan kemampuan merasakan bersama orang lain atau

merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Dalam hal ini persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses

individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik

penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi

individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin

luas wawasan individu tentang etika penggelapan pajak, dimana hal ini akan
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mendorong individu berperilaku positif (proaktif) terhadap proses pelaksanaan

perpajakan (Rachmadi, 2014).

2.2.2 Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti

watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat

dengan moral yang merupakan istilah dari Bahasa Latin, yaitu "Mos" yang dalam

bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk,

sedangkan dalam Bahasa Gerik “Ethikos” (a body of moral principles or values)

(Rahman, 2013).

Definisi etika menurut KBBI adalah (1) ilmu tentang apa yang baik dan

buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas/nilai yang

berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh

golongan tertentu. Etika adalah cara manusia berprilaku yang didasarkan pada

aturan-aturan agama dan masyarakat (Rahman, 2013).

Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika dalam

perpajakan adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok

orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka

melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah

jahat (Rahman, 2013).

Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak merupakan suatu proses

individu dalam menerima, mengorganisasikan, serta mengartikan praktik

penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam

Pengaruh Keadilan Pajak..., Bernadetha Regina, FB UMN, 2018



25

hal ini, individu akan mengartikan penggelapan pajak merupakan tindakan tidak

etis, kadang-kadang etis, atau bahkan selalu etis (Ningsih, 2014).

2.3 Keadilan Pajak

2.3.1 Definisi Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat

sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada

kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah

sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan

pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang wenang atau

tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Tobing, 2013).

Dalam hal pemungutan pajak, asas keadilan menjadi salah satu dasar untuk

mencapai tujuan pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan

merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang

diterima (Waluyo, 2017).

2.3.2 Jenis-Jenis Keadilan

Keadilan dalam pemungutan pajak menurut Waluyo (2017) dibedakan menjadi dua

yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atau

semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan
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jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau

sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal.

Keadilan dapat dirumuskan vertical bahwa pemungutan pajak adil apabila

orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama,

demikian sebaliknya.

2.3.3 Syarat Keadilan

Menurut Dr. Mansury dikutip oleh Waluyo (2017), syarat yang diperlukan dalam

keadilan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan Horizontal

a. Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam

pengertian definisi penghasilan.

b. Globality

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari

keseluruhan kemampuan membayar (the global ability to pay). Oleh

karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai Objek Pajak.

c. Net Income

Net Income yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang

tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan.
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d. Personal Exemption

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e. Equal Treatment of The Equals

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh

penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa

membedakan jenis atau sumber penghasilan.

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. UnequalTreatment for The Unequals

Besarnya tarif dibedakan oleh sejumlah seluruh penghasilan atau jumlah

seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau

sumber penghasilan).

b. Progression

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang

besar dengan presentase tarif yang besar.

2.3.4 Asas Keadilan

Asas keadilan pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (Benefit Principle)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli

perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan

harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa

suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh

setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-
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jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang

disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-

benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran

pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut

kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang

dibiayai oleh pajak (Rahman, 2013).

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (Ability To Pay)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu

sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah

untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut

prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak

tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan

kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan

sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar

dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam

pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan

dengan penyediaan jasa-jasa publik (Rahman, 2013).

2.3.5 Cara Mewujudkan Keadilan

Pembahasan ini diambil dari makalah kuliah perpajakan yang digunakan di STAN,

tidak dipublikasikan (Rahman, 2013) :
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a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu

penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan

melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang

kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah

pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan

peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi

objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran

pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi

yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan

kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari

tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan,

keringanan pajak yang yang dapat diberikan kepada WP, dan hal

lainnya. Undang - undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi

perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan lebih mudah

diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka

diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan

wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu

undangundang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat

dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam

pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-

undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan
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perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR

mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis,

ekonomi dan finansial.

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang

harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang

diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak

dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah

melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan

pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam

penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara

pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu

dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam

menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak

dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari

contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila

pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan

peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak

yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil

(SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar
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menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran

pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam

melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang

tubuh undang-undang KUP kapan paling lambatnya pengembalian ini

harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan

kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah

karena telah ditentukan dalam sistem hukum  (yaitu maksimal 24

bulan).Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal

tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. kelebihan

pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus

dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam

pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidak puasan

masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau

menghilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.

c. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang

menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan

harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut

dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang

bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena
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membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang

“dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak.

Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan

umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan

secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di

dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak

dapat mempengaruhi kepatuhan WP untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi

mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan

maka WP akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka

merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap WP tidak

sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka WP akan cenderung

melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah, 2017).

Menurut Ningsih (2014), semakin tinggi keadilan yang dilakukan

pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah.

Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan mendorong kemauan masyarakat untuk

membayar pajak dan percaya pada pemerintah dalam mengelola dana yang

bersumber dari pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Wahyuningsih (2017) dan Ningsih (2014), keadilan tidak berpengaruh terhadap

persepsi mengenai etika Tax Evasion. Namun hal ini bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) dan Tobing (2015) yang
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menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai

etika Tax Evasion.

Oleh karena itu, hipotesis alternatif pertama dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

Ha1 : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika Tax Evasion.

2.4 Sistem Perpajakan

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang

harus ditegakan dalam membangun suatu sistem perpajakan, Tjahjono

mengemukakan dari Adam Smith dalam buku Wealth of Nations, menyatakan

bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas, equality/equity,

certainly, convenience of payment dan economy (Rahman, 2013) :

a. Equality dan equity

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang

dalam keadaaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Certainly

Kepastian hukum merupakan tujuan dari Undang-undang, dalam

pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat didalam

undang-undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda atau

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak

tergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang

sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum

sangat mutlak dibutuhkan.
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c. Convinience of Payment

Pajak yang dipungut harus sesuai waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib Pajak

mempunyai uang. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat Convinience

yang sama, yang mengenakannya untuk membayar pajak. Seseorang yang

menerima gaji akan lebih mudah membayar gaji pada saat menerima gaji.

d. Economics of Collection

Dalam pembuatan undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa biaya

pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya

pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja

(Rahman, 2013).

Menurut Waluyo (2017), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System adalah:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.
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c. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memtong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari official-assessment

system menjadi self assessment system yang masih diterapkan sampai dengan

sekarang. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan

terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah.

Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam

pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan. Kecurangan yang terjadi akan

menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah (Ningsih, 2014).

Self assessment system sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern di

bidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan

pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang

dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena

adanya SKP (faham formal dalam utang pajak), namun adanya pajak terutang

karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya

utang pajak). Dalam hal ini bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang

pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila WP memiliki

kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat bukan

merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut bersifat kekeliruan

yang bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan itu cukup diterbitkan Surat

Tagihan Pajak (STP) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007

yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008).
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Apabila sistem yang sedang berlaku sudah cukup baik dan sesuai dalam

penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada

sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak

merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala

kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau

menghindar dari kewajiban perpajakannya (Fatimah, 2017).

Keuntungan penerapan self assessment system menurut Rahman (2013)

adalah sebagai berikut:

a. Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses

penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu taatbestand terpenuhi, maka telah

ada utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak tanpa menunggu

adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat segera

membayar utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh

fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan

kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak

melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

b. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada

unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan

pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

c. Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban

perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi
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pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan

di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh

Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus

dilayani oleh fiskus; hal ini menunjukan telah meningkatnya kecerdasan

bangsa.

e. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax

compliance) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar,

masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan

secara baik dan benar. Dengan demikian, penerapan self assessment ini

Negara khususnya Dirjen Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada

masyarakat/WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan

prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya

sistem ini, diharapkan masyarakat/WP bisa dengan baik dan jujur dalam

menghitung dan melaporkan utang pajaknya. Perlu adanya kerja sama dan

sosialisasi yang baik antara pemerintah khususnya fiskus dengan WP untuk

mensukseskan self assessment ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Silaen

(2015), dan Handyani (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh

terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika Tax Evasion. Namun, bertolak

belakang dengan penelitian Wahyu (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem

perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak

mengenai etika Tax Evasion. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka
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persepsi masyarakat menganggap penggelapan pajak merupakan perilaku yang

tidak etis (Ningsih,2014).

Oleh karena itu, hipotesis alternatif kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:

Ha2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai

etika Tax Evasion.

2.5 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Rahman (2013) menjelaskan kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah

seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan.

2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan pengertian pemeriksaan

pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti

yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(Waluyo, 2017).

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang

berupa buku - buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh

pemeriksaan pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan,
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pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji

kepatuhan pemenuhan perpajakan (Rahman, 2013).

Dasar hukum pemeriksaan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan ada pada:

a. Pasal 29 dan 31 UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 28 Tahun

2007; dan

b. PMK nomor 17 Tahun 2013 s.t.d.d PMK nomor 184/PMK.03/2015.

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan

pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, “Direktur Jenderal Pajak

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Waluyo,

2017).

2.5.3 Jenis Pemeriksaan

Jenis pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2017) meliputi:

a. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor

Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat

kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal
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Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

2.5.4 Standar Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2017), pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan

standar pemeriksaan (audit standar). Standar pemeriksaan ini adalah sebagai

berikut:

a. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi

dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu

pekerjaannya, yaitu:

1) telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta

memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan

keterampilannya secara cermat dan saksama;

2) jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara; dan

3) taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,

termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang

baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan

pengawasan yang saksama.
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2) Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk

yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data,

pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling,

dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

3) Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang

cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih

anggota tim.

5) Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 4) dapat

dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu

yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud

dalam standar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat

Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat

Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang

teknologi informasi, dan pengacara.

6) Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-

sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

7) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak,

tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat
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tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh

pemeriksa pajak.

8) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperluan

dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

9) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas

Kerja Pemeriksaan.

10) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan

Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

2.5.5 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan

memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tersebut tidak

dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti

Permulaan. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ini berupa surat yang berisi

tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai

koreksi, dasar koreksi, penghitungan sementara jumlah pokok pajak, dan

pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir

hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan Bukti Permulaan ini adalah

pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang

adanya dugaan, atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

2.5.6 Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menurut Waluyo (2017), dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan

dengan dasar:
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a. hasil pengamatan;

Dari hasil pengamatan dapat diperoleh fakta-fakta atau data yang

mengindikasikan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

b. hasil pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan lengkap (semua jenis pajak dan beberapa tahun

pajak) atau sederhana dapat diperoleh fakta-fakta atau data yang kuat

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Bentuk atau jenis perbuatan Wajib Pajak yang mencerminkan keadaan

dan/atau bukti yang memberikan petunjuk adanya tindak pidana seperti

telah dirumuskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP adalah sebagai

berikut:

a. Diduga dengan sengaja tidak mendaftarkan diri.

b. Diduga dengan sengaja menyalahkan atau menggunakan tanpa hak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan

Pengesahan Kena Pajak (NPPKP) yang bukan miliknya sehingga

menimbulkan akibat dapat merugikan pendapatan negara.

c. Diduga dengan alpa atau sengaja, Wajib Pajak tidak menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT).

d. Diduga dengan alpa atau sengaja, menyampaikan SPT yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak

benar.

e. Diduga dengan sengaja menolak dilakukan pemeriksaan.
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f. Diduga dengan sengaja, memperlihatkan pembukuan, catatan, atau

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

g. Diduga dengan sengaja, tidak menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan atau tidak memperlihatkan atau tidak menunjukkan

pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya.

h. Diduga dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong

atau dipungut.

Berdasarkan hasil penelitian dari Wahyuningsih (2016), Tobing (2015), dan Murni

dkk (2013) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh

secara signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika Tax Evasion.

Oleh karena itu, hipotesis alternatif ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:

Ha3 : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib

Pajak mengenai etika Tax Evasion.

2.6 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penelitian
(Tahun)

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Silaen (2015) Pengaruh Sistem

Perpajakan,

Diskriminasi,

Teknologi dan

Sistem

Perpajakan (X1)

Diskriminasi (X2)

Berpengaruh

Berpengaruh
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Informasi Perpajakan

terhadap Persepsi

Wajib Pajak

Mengenai Etika

Penggelapan Pajak

(Tax Evasion).

Teknologi dan

Informasi

Perpajakan (X3) Berpengaruh

Wahyuningsih

(2016)

Pengaruh Keadilan,

Sistem Perpajakan,

Diskriminasi, dan

Kemungkinan

Terdeteksinya

Kecurangan terhadap

Persepsi Wajib Pajak

Orang Pribadi

Mengenai Perilaku

Tax Evasion.

Keadilan (X1)

Sistem Perpajakan

(X2)

Diskriminasi (X3)

Kemungkinan

Terdeteksi

Kecurangan (X4)

Tidak Berpengaruh

Berpengaruh

Berpengaruh

Berpengaruh

Handyani

(2014)

Analisis Faktor-

Faktor yang

Mempengaruhi

Persepsi Wajib Pajak

Mengenai

Penggelapan Pajak.

Keadilan (X1)

Sistem

Perpajakan (X2)

Norma (X3)

Kepatuhan (X4)

Diskriminasi (X5)

Berpengaruh

Berpengaruh

Tidak Berpengaruh

Berpengaruh

Tidak Berpengaruh

Tobing (2015) Pengaruh Keadilan

Pajak, Kualitas

Pelayanan Pajak,

Kemungkinan

Terdeteksi

Kecurangan, Sanksi

Perpajakan, dan Tarif

Pajak terhadap

Keadilan (X1)

Kualitas

Pelayanan (X2)

Kemungkinan

Terdeteksi

Kecurangan (X3)

Sanksi Pajak (X4)

Tarif Pajak (X5)

Berpengaruh

Berpengaruh

Berpengaruh

Berpengaruh

Tidak berpengaruh
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Persepsi Wajib Pajak

Mengenai

Penggelapan Pajak.

Ningsih

(2014)

Determinan Persepsi

Mengenai Etika Atas

Penggelapan Pajak

(Tax Evasion).

Keadilan (X1)

Sistem

Perpajakan (X2)

Diskriminasi (X3)

Tidak Berpengaruh

Berpengaruh

Berpengaruh

Sumber : diolah dari berbagai referensi, 2018

2.7 Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen.

Berikut adalah gambaran model penelitian dalan penelitian ini :

Gambar 2.1

Model Penelitian
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